BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup
Dalam Penanggulangan Sampah Di Kota Kefamenanu dapat disimplkan bahwa
peran dari Dinas Lingkungan Hidup sudah sangat baik dalam penanggulangan
sampah di Kota Kefamenanu yang dimana Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun
melakukan sosialisasi di Kecamatan Kota minimal setiap tahun dan melibatkan
Kelurahan di Kota Kefamenanu.

Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi dalam hal pengurangan
sampah dan melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkan dari masyarakat
agar sampah bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sendiri dan sampah
tidak cepat penuh di tempat pembuangan ahkir (TPA), Dinas Lingkungan Hidup
menyediakan sarana prasarana pendukung dalam penanggulangan sampah yang
ada di Kota Kefamenanu dengan menyediakan bak penampungan sampah
sementara dan menyediakan tong sampah serta truk pengangkut sampah agar
sampah tidak menumpuk disembarang tempat yang ada di Kota Kefamenanu.
Dinas Lingkungan Hidup menyediakan sumber daya manusia yang memadai
dimana petugas kebersihan memberikan pengawasan secara khusus dari Dinas
Lingkungan Hidup dalam mengkordinir petugas kebersihan dilapangan sebagai
bentuk pengawasan secra langsung dan dari Dinas Lingkkungan Hidup juga
melakukan evaluasi kepada pegawai kebersihan dalam jangka 1 atau 2 minggu

sekali dalam hal ini evaluasi kinerja petugas kebersihan Kota.
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Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki Perda No 2 Tahun 2018 tentang
pengelolaan sampah sebagai bentuk pengurangan sampah yang ada di Kota
Kefamenanu, dan Dinas Lingkungan Hidup menyediakan truk penangkut sampah
dalam memwujudkan penaganan sampah di Kota Kefamenanu akan tetapi
penyedian truk pengangkut sampah yang ada saat ini sangat belum mencukupi
dikarenakan pegawai kebersihan mengalami kendala dalam pengangkutan sampah
yang begitu banyak di Kota Kefamenanu.

5.2 Saran

Berdasrkan dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran dalam
Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Sampah di Kota

Kefamenanu.

1. Dinas Lingkungan Hidup agar jangan hanya melakukan sosialisasi disetiap
kecamatan yang dilakukan setiap tahun dalam hal ini dari Dinas Lingkungan
Hidup harus melakukan sosialisasi kepada masyrakat umum demi kelancaran
program pengurangan sampah dikota dan partisipasi dari masyarakat sangat
membutuhkan karna jika masyarakat tidak berpartisipasi dalam
penanggulangan sampah maka dengan sendirinya suatu program pengurangan
sampah di Kota Kefamenanu akan gagal.

2. Penyediaan Sarana Prasarana dimana sarana prasarna dalam penanganan
sampah di Kota Kefamenau sangat terbatas hal ini mesti harus diperhatikan
agar Dinas Lingkungan Hidup membuat proposal ke pimpinan daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara atau membuat rapat kedinasan degan

pimpinan daerah dalam hal ini penyedian sarana prasarana seperti truk
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pengangkut sampah, bak penampungan sampah sementara dan tong sampah
karna keterbatasan ini yang membuat sampah di Kota Kefamenau berserakan
disembarang tempat.

Dinas Lingkungan Hidup harus perlu melakukan pelatihan bagi pegawai
kebersihan.

Dinas Lingkungan Hidup harus turun secara langsung kepada masyarakat
dalam hal pengelolaan atau pendauran ulang sampah yang dihasilkan
masyarakat agar masyarakat dapat paham tekait dari sampah yang didaur
ulang.

Dinas Lingkungan Hidup perlu memberikan laporan kepada pimpinan daerah

agar dapat menambah truk pengangkut sampah di Kota Kefamenanu.
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